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QANUN KABUPATEN ACEI SINGKII,
NOMOR : 2-TALIUN 2046

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PAIITAL POLITIK
DALAM KABUI’ATFN ACTEHSINGKED,

BISSMILLAIII RRA'! ! NE AMPRIIATIEM

DENGAN RAHMAT AL LA YANG MAILA ESA

BUPATI ACH: SEMNGIKELL

3] masyarakat

yang penting dalam kc;hxdup:m demokrast. berbangsa d“g] bernegara
melalut Pemilihan Umum; }
!
|

b. bahwa partai politik yang mendapatkan  Kursi dilembagy Perwakilan

. — ) v ! .
Rakyat Dacrah hasil Pemiliban Umum schoeaimana yarge dimaksud
| 1 il
\

dalam Pasal 5 Pecraturan Pcmerintah Republilc Indonesidqp Nomor 29

. | | s
Tahun 2005 tentang Dantuan Keuangan Kcepada Paftar Politik

dipandang perlu menetapkan bantuan kepada nartai politik djmaksud,;

/ ¢ .
c. bahwa berdasarkan pertimbangan schbagaimana dimaksud pada huruf a

dan huruf b perlu membentuk Qanun  tentang Bantuan] Kcuangan
Kepada Partai Politik dalayn Kabupaten Acch Singkil ; 1
Ei
|
|

. Undang- Undang Nomor 7 Dot Tahun 1956 ‘Tentang  Hembentukan
|

~ Dacrah  Otonom Kabupaten-Kabupaten  dalom lingkungan Provinsi

g ahun 1956

Sumatera Utara (Lembaran MNegeara Republilk Indoncsia

" Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomear 1002);

2. Undang-Undang Nomor I} Tahun 1999 Tentang  Pembentukan

Kabupaten Acch Singkil (T.embaran Negara Republik Indohesia Tahun

f E

1999 Nomor 58 Tambahan L.embaran Negara Nomor 3827):

II’J)

Undang-Undang Nomor 44 Tabun 1999 Tentang  Penyelenggaraan
Provinsi Dacrah Istimewa Acch (1.cimboran Neeara Republik Indonesia

Tahun 1999 Nomeor 38 Tambabhan I ¢mbaran Neeara Nomor $927);
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Undang-tndang..

3
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10.

11.

13.

. Peraturan Pcmerintah Nomor 25 Tohun 2000 tentang

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otor

: 4

bagt Provinsi Dacrah Istuimewa  Acch sebagat Provindi Nanggroc
: |

| Tahun 2001

mi Khusus

Acch Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 114, Tambahan I.embaran Negara Nomor 31 34);

Lembaran Negara nomor 4251):

Undang-Undang . Nomér 12 Tabun 2003 (entang Pemifihan Umum

Undang-Undang Nomor 17 Tohun 2003 tentang Keuajgan Negara
(Lembaran Ncgara Repubhik  Indonesia Tahun 2003 {Nomor 47,
. 4 .

Tambahan Lembaran Negara Momor 4286): |

Undang-Undang Nomdér 1 Tahun 2004 tentang  Pefbendaharaan

(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor $, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4355):

Undang-Undang Nomor 10 T:hun 2001 tentenge Pembentuljan Peraturan

Pcrundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesid Tahun 2004

nomor 53, Tambahan Lembaran Nceara Nomor <1389);

Undang-Undang Nomor 32 (ahun 2004 tentang Pemeriptah Dacrah

~ I
(Lembaran Negara atahun 2004 nomor 125, Tambohampy Lembaran

i_*

'}

Ncgara nomor 4437);

Undang-Undang nomor 33 Tahun 2004 tenteng Perimbangdn Kcuangan

antara Pemerintah Pusat dan Dacrah (Lembaran Negaja Republik
¢ | :

Indonesia Tahuin 2004 Nomor 126, Tambahan T.embaran N¢gara Nomor

| |
4438); « |

Lcwenangan

rl.

Pemerintah  dan  Kewcnangan  Provinsi  Schagar Dacrih - Otonom
’ }

(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan T.emljaran Negara

Nomor 3952); . | !

Peraturan  Pemerintah® Nomor 104 Tahun 2000 tejtang  Dana

- - ! | l FyT
Perimbangan (Lembaran Ncgeara Tahnn 2020 Nomor 20} Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4021):

14. Pcéulumn
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Keuangan dan Pertanggung jawaban  Keuangan Daeral‘l (Lembaran

Negara R1 Tahun 2000 Nomor 202 Tambahaa I.embaran N}:gara Nomor

4022);

-
o]

15 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pcl ibinaan dan

Pcngawasan - atas Penycelenggaraan Pemerintahan Dacral" (Lembaran
Negara RI Tahun 2001 "Nomor 41, Tambahan | cmbaran N

4090);

cgara Nomor
|
|
|
|
|
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16. Peraturan  Pemerintaly Nomor 24 Tahun 2004 tentang; Kedudukan

Protokoler dan Kcuangan Pimpinan dan Angeola Dewan Perwakilan

Tahun 2004.

—
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Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonc,s,m

- - 1-1--;..-—--.-\.31-

Nomor 91, Tambahan Iiembaran Negara Nomor / ’117)

s

17. Peraturan Pemerintah Nomm 20 Tahun 2005 tentang, BanluLm Keuangan
Kepada Partai Politik ( [.embaran NC“.lld Republik Il‘ld(;nb%hl Tahun

2005 Nomor 62, T'lmbahan T embaran Negara Nomor 451);

4 l

18. Pcraturan Pcnwrintah: Nomor 5& Tahun 2005 ta,nlan;: Pengelolaan

Tahtm_ 2005

|

Keuangan Daerah (l. cmbaran Negara Republik Indonesial

Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

e el S S S~

o

19. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pcmbcn(& itkan Komisl
ege : : o . . j; .
Pemilihan Umum dn Penctapan  Orpanisasi dan Tata Kerjjp Sckretariat

Umum Komosi Pemilihan Umum: | =.

70. Peraturan Menteri Dalam Neoeri Nomor 32 Tahun 2D05  tentang,
: | .
Pedoman Pengajuan, Penycrahan dan Laporan - Penggunagin Bantuan

Kecuangan Kcpada Partai Politik:

21. Keputusan Presiden Nomm 70 Tahun 2001 tentang Punhcnl* tkan Komisi

i
Pemilihan Umum; |
i

22, Keputusan  Menteri dalamy Negeri Nomor 29 Tahun ZPO2 tentang

- Pedoman Pengurusan, Pc}}nngg:nngi:aw:zhnn dan Pengawasgn Kcuangan
Daecrah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran T"cndapatan% dan Belanja
Daerah. Peclaksanaan tata Usaha Kcuangan Dacrah dan } Penyusunan

Pchitungan Anggaran Pendapatan dan Belanga Dacrah;

23. Qanun Kabupaten Acch Singkil Nomor 9 Tahin 2004 tentanj: kedudukan

Protokoler dan Keuangan Pimpinan  dan Anceota Dewat Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Acch Sinekil ( T.embaran Dai

trah Tahun
2004 Nomor 3);



Dengan Persetujnan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL

¥

- i gy ——— SR, R N § S . i S WS — i | —

dan

BUPATI ACEN SINGKIL,

MEMUTUSKAN -

Menctapkan : QANUN KABUPATEN ACEI  SINGKIL, 'I‘ENTAN( BANTUAN

KEUANGAN KEPADA PARTA!D POLITIK DALAM
ACEI SINGKIL.

Dalam Qanun int yang dimaksud dengean
1.
2.
3.

" masyarakat, bangsa dan. necgara mclaui pemilihan

KABUPATEN

o DAL
KETENTUAN UMUM
Paoasal 1

Daerah adalah Kabupaten Acch Sinekil. :

Qanun adalah Pcraturan Dacrah Kahupaten Acch Singkil.

Pemerintah Daerah adalah Dupati dan Perangkat Dacrahi scbagar unsur

I

penyclenggara Pemerintahan Dacrah. i

Bupati adalah Bupati Acch Singkil. |

Dewan Perwakilan Rakvat Dacrah vang sclanjutnya dapatjdiscbut DPRD

adalah Dcwan Pcrwakilan Rakyvat Dacrah scbagai Pergngkat Dacrah

Kabupaten Aceh Singkil.
Sckretaris Daerah adalah Sckretaris Kabupaten Acch Singkil.

Partai Politik adalah erganisasi politik vang dibentuk ol¢h sckelompok

|
!

Warga Negara Republik Indonesia secara suka rela atas dgsar persamaan
kchendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentihgan anggota,

lumum  scsual

perundang-undangan.
Keuangan Negara adalah scmua hak dan kewajiban negdra yang dapat
dinilai dengan uang sertasscgala sesuatu batk berupa vang thaupun berupa
barang yang dapat dyadikan  mihk  ncgara herhublf ngan dengan
pelaksanaan hak dan kcxlfajihnn terschut. :
|

Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah vang selanjutnyajdiscbut APBD

B

1

adalah rencana kcuangan tahunan Pemerintahan Dacrah

oleh DPRD.

vang disctujui
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10. Bantuan Kcuangan adalah bontuan berbentuk uang yang] diberikan oleh
Pemerintah Dacrah kepada Partai Politik yang mcr1dué~alkan kurst di

lcmbaga Pcrw:lkilan Rakyat Dacrah.

berada di tingkat /w1layah Knhup:ﬂcn Acch Singkil.

v @

* 4

DARIT

Pasal 2 5

(1) Untuk membantu kegiatan dan kelancaran administrasi danjatau sekretariat

partai politik, Pemerintah Dacrah memberikan  bantuan kepada Partai
politik. 1
. |

(2) Bantuan keuangan sebagaiimana dimaksud pada ayat (1) d berikan kepada

partai politik yang mendapatkan kursi di Lembaga Perfvakilan Rakyat

Daerah hasil Pemilihan Umum Tahun 2004, |

(3) Bantuan keuangan pada partai politik schagatmana dimaksyd pada ayat (2)

L
i
!
i

diberikan sctiap tahun anggaran.

e
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Pasal 3
(1) Bantuan keuangan kepada partai politik schagaimana dimaksud dalam
pasal 2 diberikan secara prnpmsmn ' berdasarkan jumlah p {rolchan Kurst di

Lembaga Perwakilan Rakvat Dact dh Kabunaten Acch Sl mlul Pemilihan

Umum Tahun 2004. - . |

%

(2) Besarnya bantuan kcuangan Liepada partai »olitik scbugai-‘ nana dimaksud
pada ayat (1) disesuajkan dengan kenmeinpnian APBD K {bupaten Acch

Singkil. | |

Pasal d

(1) Besarnya bantuan kcuangan vang diberikan kepada Part
| | *
|

memperoleh kursi di DPRD hasil pemiliban umum tahun 3004 di wilayah
Acch Singkil,

i Politik yang

Kabupaten Aceh Singkﬁ: mclalui dana AP Kabupate:
tidak melebihi dari bantunn vang diberikan  kepada parta? politik tingkat
Propinsi melalui dana APBD Propmst Nangeroe Acch Darw salam.

t ayat (1) dapat
diubah setiap tahun sesuai kemamonan Anecearan Pcn(lapas an dan Belanja

Daerah dan perubahannva diteaichsn denean Oanun,



| BAR 1T |
TATA CARA PENGAJUAN BANTUAN |

Pagal 5

yang sah dan terdaftar.

(3) Pengajuan bantuan kcuangan schagnimana dimaksud padd ayat (1) harus

dilengkapi dengan dokumcn pengesahan dart Komist Pgmilihan Umum

Daerah Kabupaten Acch Sing_kil.

DAR !V
PENYFR/\'! A BANTUAN KEUANGAN
Pasal 6

L ’ i

Penycerahan bantuan keuangan kepada partai politik dilakukan ¢lch Bupati atau

pejabat Kepala Badan Kesbang Linmas Kabupaten Acch Siggkil atas nama

DPD/DPC dengan Berita Acara Scrah Terima,

BAITY

e

LAPORAN PENGGUMAADN BADNTIUAN !‘{EUAN
Pasal 7

\;AN

Laporan penggunaan bantuan keuanean kepada partar politik tis

j
1

ekat Kabupaten

i

Acch Singkil di sampaikan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk, sctelah

diaudit berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang bchaku.

DA VI
KF TRTITAN PENUTLIP
Pase! §
Hal-hal yang belum diatur dalan Qonon g, s:cmnjdng mer

l

. . - 2 | .
pelaksanaannya, akan ditctapkon 1-hih Inejut dengan Keputusan 3upati.

yenal peraturan

-

Dengan berlakunya Qanun iy ninhn coank

Lolentaan yang njcngatur tenlang

bantuan kcuangan kepada partai nolitil vane ada di Kabupatdn Acch Singkil

dinvatakan tidak berlaku lagi.

llllllllll



Pasal 1()

Qanun ini mulai berlaku pada tangpeal dinndanglan,

Agar sctiap orang dapat mengetahuinva  memerintahkan Pegunglangan Qanun

L)
u!
[;

- - !
1 dengan  penempatannva dalam  Lembaran Dacrah Kubup’atcril Acch Singkil.

Ditetapkan ¢ ¢ Sinpkil
pada taneest 0 6 el 20006

PO Fonndil Akhir

IFASNTYADNDIN,

Diundangkan di : Singkil i
pada tanggal : 10 Juli 2006 ,ﬁ
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN "
_ _ J
RIDWAN HASAN.
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LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACKII SINGITT '

TAHUN 2006 NOMOR 2 SERI B NOMOR 1
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